
BUPATI BUTON SELATAN 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 
PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  

NOMOR :    1    TAHUN  2023 
 

TENTANG 
 

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BUTON SELATAN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) 
dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Apabila Kepala 
Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama 

terhadapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala 
Daerah menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah  

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling 

tinggi sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Tahun Anggaran sebelumnya yang diprioritaskan untuk 

belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, dalam hal penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, 
Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan 

paling tinggi sebesar 1/12 (seperdua belas) dari jumlah 

pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran sebelumnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Yang Mendahului 
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ 
Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6516); 



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4400); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang  

Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi 

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5563); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan 
sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; 

11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara Terhadap 

Bendahara; 

 



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN TENTANG 
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2023 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM  

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini,  yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buton Selatan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

2. Bupati adalah Bupati Buton Selatan. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Buton Selatan. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil 

Negara secara tetap oleh Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

6. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus 

menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan Jumlah 

yang cukup Untuk keperluan Setiap bulan  dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

7. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang terjaminnya kelangsungan 

pemenuhan pendanaan pelayanan masyarakat. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diikuti 

sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

 
BAB II 

TUJUAN 
 

Pasal 2 

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan serta untuk 
menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, 

Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran kas untuk : 

a. belanja yang bersifat mengikat; dan  

b. belanja yang bersifat wajib. 
 



BAB III 

BESARAN DAN JENIS PENGELUARAN  

 
Pasal 3 

(1) Pengeluaran Kas Untuk Belanja yang Bersifat Mengikat Sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 huruf a, meliputi : 

a. Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan yang diberikan 
kepada PNS; 

b. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji 

dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan 
penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang 

Undangan; 

c. Belanja pegawai untuk pembayaran gaji/upah pegawai non PNS; 

d. Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 

e. Belanja perjalanan dinas; 

f. Belanja jasa cleaning service. 

(2) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan 

pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dibidang pendidikan, 
kesehatan dan/atau melaksan akan kewajiban kepada pihak ketiga. 

 
 

BAB IV 
PENUTUP 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton 

Selatan. 

 Ditetapkan di Batauga  

 pada tanggal  18 Januari 2023 
  

Pj. BUPATI BUTON SELATAN 

 

 

 

LA ODE BUDIMAN 

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal  18 Januari 2023 

 

Pj. SEKRETAIS DAERAH  KABUPATEN BUTON SELATAN,  
 

 

 

  LA ODE KARMAN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR : 1 


